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MOTTO 

 

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.” 

(QS. Ar-Ruum: 60) 

 

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah 

menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku.” 

(Umar Bin Khattab) 

 

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.Dan untuk memulai 

hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, yang memang terkadang 

kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya.” 

(Najwa Shihab, S.H., LL.M.) 

 

“Kalau pun suatu hari aku gagal karena bertahan dengan prinsip yang kupegang, 

setidaknya aku gagal atas pilihanku sendiri. Aku tidak gagal karena mengikuti 

pilihan orang lain. Aku telah mencoba sebaik-baiknya yang kubisa. 

Aku telah belajar sedalam-dalamnya pengalaman.” 

(Boy Candra) 
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ABSTRAK 

 

Negara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Berdasarkan hierarki perundang-undangan tertinggi di Indonesia ialah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang didalamnya 

terdapat Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara 

hukum. Dengan penjelasan Pasal 1 ayat (3) tersebut, maka segala hal yang dilakukan 

dalam berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum dan perundangan-undangan 

yang berlaku. Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini yaitu didasarkan pada 

Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum amandemen yang tidak mengatur secara tegas tentang 

peraturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang menyebabkan 

pemerintahan berjalan kurang efektif. Meski dalam perjalanannya UUD NRI 1945 

telah mengalami amandemen sebanyak empat kali termasuk Pasal 7 UUD NRI 1945, 

akan tetapi dengan diamandemenya Pasal 7 UUD NRI 1945 ini juga belum dapat 

menunjukkan pemerintahan yang efektif. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya 

rekonstruksi yaitu guna menghindari penyalahgunaan jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden, menghindari otoritarianisme, dan guna menciptakan pemerintahan yang 

efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan masa 

jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta bagaimana aturan yang ideal 

mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden demi terciptanya pemerintahan 

yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah peineilitian hukum normatif 

yang mana dalam pe ineilitian hukum normatif (leigal reiseiarch) seiringkali hanya 

meirupakan studi dokume in, yaitu meinggunakan sumbeir bahan hukum yang be irupa 

peiraturan peirundang-undangan, keiputusan/atau keiteitapan peingadilan, kontrak/atau 

peirjanjian/atau akad, te iori hukum, dan peindapat para sarjana. Metode pendekatan yang 

digunakan yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, 

pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 

terdapat tiga periode/atau era, antara lain yaitu: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. 

Serta aturan yang ideal mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang saat 
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ini Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya 

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 

 

Kata kunci: Presiden, Wakil Presiden, UUD NRI 1945, Pasal 7 UUD NRI 1945. 
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ABSTRACT 

The Republic of Indonesia declared its independence on August 17, 1945. Based on the 

hierarchy of the highest legislation in Indonesia is the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) which contains Article 1 paragraph (3) which 

confirms that the Republic of Indonesia is a country of law. With the explanation of 

Article 1 paragraph (3), everything that is done in the nation and state must be based 

on applicable laws and regulations. The background raised in this study is based on 

Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia before the amendment 

which did not explicitly regulate the regulations on the term of office of the President 

and Vice President in Indonesia which caused the government to run less effectively. 

Although in its journey the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been 

amended four times including Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia, however, with the amendment of Article 7 of the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia, it has not been able to show an effective government. The 

background to the reconstruction is to avoid abuse of office by the President and Vice 

President, avoid authoritarianism, and to create an effective government. The purpose 

of this study is to find out how the development of the term of office of the President 

and Vice President in Indonesia and what the ideal rules are regarding the term of 

office of the President and Vice President in order to create an effective government. 

The research method used is normative legal research, which in normative legal 

research (legal research) is often only a documentary study, namely using legal 

material sources in the form of statutory regulations, court decisions/or decisions, 

contracts/or agreements/or contracts, legal theories, and opinions of scholars. The 

approach methods used are the statutory approach, analytical approach, comparative 

approach, and historical approach. Based on the results of the study, it can be 

mailto:c100200397@student.ums.ac.id


 
 

xi 
 

concluded that the term of office of the President and Vice President in Indonesia 

consists of three periods/or eras, namely: the Old Order, the New Order, and the 

Reformation. As well as the ideal rules regarding the term of office of the President 

and Vice President, currently the President and Vice President hold office for five 

years, and can then be re-elected to the same office, for only one term. 

 

Keywords: President, Vice President, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 

Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 
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